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Abstrak

Hukum Hukum kewarisan Islam secara normatif-dogmatis mengatur besaran
hak waris, namun penerapannya di masyarakat mengalami disparitas
pemahaman yang memicu pergeseran ke arah sosiologis, terutama mengenai
hak waris istri kedua dan seterusnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis
konstruksi hukum kewarisan bagi istri kedua dan seterusnya berbasis legal
pluralism. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji bekerjanya hukum waris
Islam di bawah pengaruh kekuatan sosial-personal, kompleksitas situasi sosial,
dan interaksi antarsistem hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa
bekerjanya hukum dipengaruhi oleh perilaku sosial individu Muslim, situasi
sosial, serta pluralisme hukum ketika sistem hukum saling mengintervensi,
sehingga masyarakat memilih cara berhukum berdasarkan pertimbangan
rasional dan sosiologis. Konstruksi hukum yang dihasilkan adalah konstruksi
prismatik plural berbasis feedback Kekuatan Sosial Personal (KSP), dengan
karakteristik utama bersifat bidimensional dan pluralistik. Studi komparatif
memperlihatkan bahwa Indonesia, Brunei Darussalam, dan Singapura memiliki
pola serupa, yakni terjadi pluralisme hukum waris (pergeseran normatif-
dogmatis ke sosiologis). Sebaliknya, Arab Saudi dan Malaysia tetap
berpedoman pada hukum faraidh secara normatif-dogmatis melalui Mahkamah
Syar’iah.

Abstract

Islamic inheritance law normatively and dogmatically governs the allocation of
inheritance shares. However, its societal implementation reveals disparities in
understanding that trigger a shift toward a sociological perspective, particularly
regarding the inheritance rights of second and subsequent wives. This study
aims to analyze the legal construction of inheritance rights for multiple wives
based on legal pluralism. This approach examines the operation of Islamic
inheritance law amidst personal-social forces, complex social realities, and the
interplay between legal systems. The findings demonstrate that the functioning
of Islamic inheritance law is influenced by individual Muslim social behavior,
social complexities, and intersecting legal systems, prompting communities to
adopt distinct legal pathways grounded in rational and sociological choices. The
resulting model is a prismatic-plural construction driven by the feedback of
Personal Social Forces (PSF), prominently characterized by its bidimensional
and pluralistic nature. A comparative analysis indicates that Indonesia, Brunei
Darussalam, and Singapore exhibit similar patterns of inheritance legal
pluralism, transitioning from normative-dogmatic to sociological frameworks.
In contrast, Saudi Arabia and Malaysia strictly adhere to normative-dogmatic
faraidh principles via their Sharia courts.
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PENDAHULUAN

Penulisan kajian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis apa dan bagaimana
Hukum Kewarisan di Indonesia dalam sebuah negara dengan mayoritas masyarakat muslim yang
mempunyai pemahaman beragam dalam mengaplikasikan hukum waris. Keberagaman pemahaman
terhadap hukum waris menjadikan persoalan tersendiri dalam pelaksanaan hukum waris tersebut yaitu
terjadi pelanggaran/pergeseran implementasinya. Penerapannya di masyarakat terutama dalam hal
perolehan hak waris umum dan seterusnya, mengalami disparitas pemahaman, sehingga dapat
menimbulkan pergeseran dari bersifat dogmatis menjadi sosiologis (legal pluralism).

Bila mengacu pada penjelasan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo, Undang-Undang
No0.3/2006 Pasal 49 ayat 3 atau huruf b tentang Pengadilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam Pasal
176 s/d 182, maupun ayat waris Islam atau fikih Islam (Alqur’an) surah An Nisa Ayat 7, 11, 12, dan
176 yang merupakan fondasi hukum kewarisan Islam bersifat dogmatis telah menunjukkan
normativitasnya. Di mana dikatakan waris adalah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris,
penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris , dan melaksanakan
pembagian harta peninggalan atau tirkah, penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang
penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing. (Aburaera, 2014)

Sedangkan di lapangannya, sebagian masyarakat muslim Indonesia dalam berwaris tidak
menggunakan hukum yang bersifat normatif-dogmatis . Akuntabilitas hukum yang hanya berbasis pada
mengagungkan kebenaran rules dan logic dari Allah atas dasar keimanan pada saat ini tidak semua
masyarakat muslim meresponsnya . Mereka cenderung mengaplikasikan hukum dengan cara
kompromistis atau kesepakatan. Hal tersebut dibukti dengan data yang tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel. 1. Penerapan Waris Islam Jabodek dalam Persentase

Penerapan Waris Jumlah | Persentase
Berdasarkan Hukum  Waris  Islam/Ayat 7 13%
Alquran

Penetapan Pengadilan Agama 3 7%
Sistem Kekerabatan/Adat 1 2%
Kesepakatan Konsensus/Musyawarah 33 66%
Belum Dibagi 6 12%
Total 50 100%

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian hukum waris yang sesuai belum
diterapkan atau diminati masyarakat, mereka lebih condong menggunakan hukum tersendiri
(pragmatism law) melalui kesepakatan untuk membagi hak waris keluarga. Sedangkan informan yang
belum dibagi sebesar 12% juga berniat membagi waris secara kesepakatan waris. Keadaan seperti ini
bila tidak dijalankan secara tepat dengan tetap berimplikasi pada hukum, nantinya akan menimbulkan
persoalan dalam implementasinya, seperti proses dan perolehan hak waris seseorang menjadi tidak pasti,
menimbulkan pluralisme dalam hukum waris islam, serta adanya keserakahan dan diskriminasi yang
akan menimbulkan masalah lain di kemudian hari. (Azhary, 2015)

Selain masalah tersebut, cara berhukum waris yang diterapkan masyarakat muslim juga akan
mengesampingkan aturan besaran perolehan hak waris yang telah ditentukan oleh hukum, seperti 1/8
(sumunu), 1/6 (sudusu), ¥4 (rubu’u), 1/3 (sulusu), 2/3 (sulusa), ¥ (nisfu). Secara teori, cara berhukum
yang dilakukan oleh sebagian masyarakat muslim melalui kesepakatan mengalami pergeseran
paradigmatik, yaitu normatif menjadi sosiologis.

Melihat realitas dimensi lapangan tersebut, perlunya penelitian konstruksi baru mengenai
bekerjanya hukum kewarisan Islam berbasis legal pluralism. Pendekatan legal pluralism dipergunakan
untuk melihat bekerjanya hukum waris Islam dan bagaimana sistem hukum di sebuah wilayah sosial
keagamaan yang meliputi hukum negara, hukum lokal atau adat, dan hukum Islam.
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METODE PENELITIAN

Untuk menganalisis dari permasalahan yang telah diterangkan di atas, maka dalam memecahkan
masalahnya dibutuhkan paradigma kontruktivisme dan teori yang berkaitan dengan Hukum dan
Masyarakat berbasis filsafat Legal Constructivism. Teori yang berkaitan itu adalah teori konsep atau
kredo atau ijbari, digunakan untuk membahas penerimaan hukum kewarisan Islam oleh setiap umat
Islam di Indonesia. Menurut teori ijbari ini, penerimaan hak waris sesuai ketentuan Allah Swt tanpa
digantungkan ahli waris. Teori ini juga biasa disebut sebagai teori syahadat, yaitu teori yang
mengharuskan seseorang yang telah berikrar masuk Islam wajib mematuhi dan menerima hukum Islam
sebagai hukum yang mengatur kehidupannya. Selain menggunakan teori ijbari, peneliti juga
menggunakan teori disonansi kognitif dari Leon Festinger yang dikomparasikan dengan teori
pragmatisme atau The Hidden Connections dari Fritjof Capra. Sedangkan untuk melihat bagaimana
bekerjanya hukum, peneliti menggunakan teori milik Chambliss dan Seidman.

Dalam penelitian ini tidaklah cukup hanya menggunakan teori dari Chambliss dan Seidman,
akan tetapi harus memperhatikan teori-teori lain. Dikarenakan hukum kewarisan Islam dalam tatanan
transendental agama, yang dipengaruhi oleh kondisi masyarakat Indonesia yang plural, identik dengan
istilah masyarakat prismatik. Dengan demikian teori yang cocok untuk diperhatikan adalah konsep
masyarakat prismatik dari Fred W. Riggs. Teori Riggs, Werner Menski, Chambliss dan Seidman
digunakan karena bekerjanya hukum dipengaruhi oleh kekuatan sosial, personal, situasi sosial, dan
pluralisme hukum. Menindaklanjuti konsep aspek sistem masyarakat, peneliti juga menggunakan
pendekatan legal plularism dari Werner Menski yang berguna untuk menangkap makna dan cara
berhukum masyarakat muslim dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (Ali, 2013)

Bila dalam masyarakat prismatik hukum yang digunakannya adalah legal pluralism maka dalam
hukum kewarisan Islam masuk pada aliran filsafat legal constructivism. Hal tersebut dikarenakan hukum
waris Islam di masyarakat bersifat spesifik dan kontekstual, dalam istilah hukum “Law as Relative and
Contextual Consensus”, yang berarti hukum pada dasarnya merupakan kesepakatan baik tertulis
maupun tidak, yang bersifat relatif dan kontekstual, karena hukum adalah kesepakatan. Pandangan
tersebut didasarkan relasi perbedaan antara dua perspektif mengenai teks hukum kewarisan Islam
dengan aturan yang telah baku atau perspektif pola (pattern perspective) dan perspektif aplikasi waris
Islam (aplicative perspective) serta integrasi perspektif proses dalam berwaris Islam (process
perspective). Akibat yang timbul dari perbedaan antara perspektif fakta hukum dan fakta fisik (aplikasi)
serta diintegrasikan dengan perspektif proses berwaris Islam menimbulkan makna hukum dan cara
berhukum tersendiri (Hidden Connections).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Berdasarkan kondisi dimensi lapangan, data yang ditemui peneliti menunjukkan
adanya disparitas pemahaman, situasi sosial berdasarkan hukum KHI (situasi afirmasi), hukum equity
, dan adanya inkonsistensi sistem hukum dan sistem peradilan di masyarakat. Langkah yang peneliti
lakukan melalui penelitian kualitatif, berdasarkan konsep-konsep, teori-teori analis hasil proses
penelitian penulisan ini dijadikan sarana argumentatif untuk menjawab permasalahan penelitian. Pada
tataran fakta tektual waris Islam, sistem hukum Indonesia menunjukkan telah mengadopsi Hukum
Kewarisan Islam (HKI) sebagai bagian dalam sumber pembentukan sistem hukum di Indonesia. Di mana
nilai-nilai agama Islam telah ditetapkan dan masuk ke dalam hukum nasional bagi yang beragama Islam.
Adopsi kompilasi hukum Islam melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991
yang isinya, “menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I (Hukum Perkawinan),
buku Il (Hukum Kewarisan), dan buku Il (Hukum Perwakafan) agar digunakan oleh Instansi
Pemerintah, yaitu Kementerian Agama Republik Indonesia dan oleh masyarakat yang membutuhkan
serta nilai-nilai lainnya.

Hukum mendapat perhatian besar dari kalangan masyarakat muslim di Indonesia, khususnya
hukum waris. Dalam tatanan tauhid atau doktrin hukum Islam mengenai aturan waris pun sama
pentingnya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW katakan, “ilmu hukum waris adalah ilmu yang akan
dicabut oleh Allah Swt lebih dulu dari ilmu-ilmu lain.” Secara realita penduduk muslim Indonesia lebih
dari 87%, itulah mengapa persoalan waris menjadi sangat penting saat sebagian besar masyarakat
muslim tidak mentaati aturan pembagian waris dengan benar. Permasalahan aplikasi kewarisan Islam
secara umum bermuara pada hukum waris negara (KHI), hukum waris Islam dan hukum waris adat atau
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kekerabatan, serta hukum yang hidup (living law). Selain itu soal apa yang dianggap sebagai harta
peninggalan (tirkah), siapa saja yang memperoleh harta peninggalan, dan berapa besar bagian perolehan
hak warisnya juga menjadi permasalahan yang sering terjadi, meski dalam hukum kewarisan Islam hal
tersebut telah jelas diatur. Sering kali permasalahan yang muncul itu adalah perlakuan diskriminatif atau
dirugikan secara hukum dalam mendapatkan perolehan hak kewarisan.

Perlakuan berbeda biasanya timbul dari pembagian waris khususnya untuk besaran bagian
perolehan hak waris tidak dilaksanakan dengan aturan dan ketentuan kewarisan Islam seperti pada surah
An-Nisa ayat 12 yang berbunyi: “Untukmu ' dari peninggalan istrimu jika meninggalkan anak. Jika ia
tidak meninggalkan anak, maka untukmu % dari peninggalannya sesudah dikeluarkan wasiat yang
diwasiatkannya atau hutang-hutangnya. Untuk mereka (istri-istrimu) ¥4 dari peninggalanmu jika kamu
tidak meninggalkan anak; dan jika kamu meninggalkan anak maka untuk mereka 1/8; sesudah
dikeluarkan wasiat yang kamu wasiatkan atau hutang-hutangmu. Kalau laki-laki atau perempuan yang
diwarisi itu ada yang punah dan ia meninggalkan saudara baik laki-laki atau perempuan, maka masing-
masing mendapat 1/3. Yang demikian itu adalah sesudah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkanya atau
hutang, tanpa memberi mudharat. Ini adalah sebagai wasiat dari pada Allah dan Allah Maha Mengetahui
lagi Maha Penyantun.” (Azizy, 2006)

Sebagaimana diketahui, berdasarkan hukum kewarisan Islam yang diuraikan di atas, keluarga
yang ditinggal mati oleh ayah dan ibunya, baik laki-laki ataupun perempuan sama-sama mempunyai hak
menerima waris. Namun dalam aplikasi di lapangan keseharian masyarakat tidak demikian, bahkan
ayat-ayat waris yang ghat’i dipraktikan secara praktis dan beragam dalam menentukan besaran bagian
perolehan hak waris tersebut. Selain itu, di beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Brunei
Darussalam, Singapura dan Saudi Arabia terjadi juga disparitas pemahaman, inkonsistensi sistem
hukum dan sistem peradilan di masyarakat, namun perbedaannya terletak pada cara akhir dari
penyelesaian proses waris.

Di Brunei Darussalam dan Singapura masyarakatnya juga menerapkan proses kesepakatan
waris dalam berwaris, yang mana hal ini juga diakomodir olen Mahkamah Syariah di kedua negara
tersebut. Berbeda dengan kedua Negara diatas, di Negara Malaysia dan Saudi Arabia berdasarkan studi
lapangan, Mahkamah Syari’ah kedua negara tersebut tidak mengakomodir kesepakatan waris di dalam
institusi peradilan. Dengan kata lain Mahkamah Syar’iah di negara tersebut mengaplikasikan pembagian
waris secara normatif-dogmatis berdasarkan Alqur’an dan As-Sunah. Persoalan aplikasi waris Islam
menunjukkan ketergantungan terhadap beberapa hal, yaitu identitas sosial di masyarakat, identitas
keagamaan, karakteristik individul, karakteristik kelompok, dan karakteristik masyarakat. Dalam
tatanan normatif atau doktrin hukum waris Islam telah mengatur soal distribusi atau pembagian waris
secara detail, namun dalam fakta fisik (hukum) dan fakta aplikasi tidaklah demikian, karena masih
terdapat pemahaman hukum waris tidak merata.

Di Indonesia yang perlu diperhatikan adalah masyarakat Islam tidak memiliki karakteristik atau
identitas yang tunggal melainkan karateristik masyarakat Islam yang majemuk atau beragam. Hal ini
sebagaimana dikatakan Benda-Beckmann“hukum adalah proposisi yang mengandung konsepsi
normatif dan konsepsi kognitif. Eugen Erlich juga mengonsepsikan hukum sebagai kenyataan yang
muncul dari hubungan sebab-akibat di kenyataan hidup. Jadi bagi Eugen Erlich norma hukum
sesungguhnya bersumber dari kenyataan-kenyataan di masyarakat, bukan dari nilai-nilai yang subjektif
sifatnya. Pendapat VVon Savigny tidak jauh berbeda, ia mengartikan hukum sebagai cermin masyarakat
atau cerminan identitas dari masyarakat. Bila dikaitan konteks hukum kewarisan Islam di Indonesia
dalam aplikasi menunjukkan terjadinya legal pluralism adalah suatu kenyataan. Sebab hukum waris
negara (KHI), hukum waris agama, hukum waris adat, atau hukum waris masih saling bertautan satu
sama lain. Pada akhirnya dalam keseharian masyarakat hukum waris yang hidup di masyarakat secara
beragam, pilihan aplikasi lebih banyak dilakukan berdasarkan kontekstual, kompromistis dan selesai.
(Daud, Muhammad, 2012)

Pluralisme hukum dalam hukum kewarisan Islam dapat dilihat dengan mempraktikkan aplikasi
hukum waris yang berbeda-beda, meski terkadang hanya berlaku bagi kelompok mereka sendiri. Fakta-
fakta yang menunjukkan adanya pluralisme hukum waris dalam hukum Islam di Indonesia, yaitu
pertama, terdapat kemajemukan mengenai substansi hukum (hukum waris syar’iah Alquran, Kompilasi
Hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata tentang waris). Kedua, kemajemukan secara substansi
memengaruhi kemajemukan dalam aplikasi hukum waris Islam. Ketiga, kemajemukan pemahaman
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besaran bagian, terjadi perbedaan pandangan, hal itu terjadi baik di masyarakat maupun dalam kalangan
penegak hukum dan para ahli hukum agama Islam.

Pluralisme hukum dalam hukum kewarisan Islam dapat ditemukan melalui keseharian
masyarakat muslim. Secara teori masyarakat sangat dipengaruhi oleh besar pola kepatuhan, sehingga
bekerjanya hukum dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap hukum serta pemahaman terhadap
yurisdiksi. Sebagaimana Chambliss, Fred W. Riggs dan Werner Menski mengatakan adanya kekuatan
individu, sosial dalam bekerjanya hukum (KSP) dan ruang dalam bersegitiga hukum yaitu legal
pluralism. Pola bekerjanya hukum kewarisan Islam sangat dipengaruhi oleh kekuatan perilaku individu
pada hukum, perilaku sosial pada hukum, serta kompleksitas sosial dari terjadinya dan adanya
pluralisme hukum. Hal tersebut seperti suatu keadaan yang eksis, di mana beberapa sistem hukum saling
bertemu, saling memengaruhi, saling mengintervensi satu sama lain, dan menyebabkan hukum harus
terus bergerak dan bermakna tertentu.

Berdasarkan penelitian adanya gap antara fakta fisik hukum dan fakta aplikasi, dilihat secara
teori bekerjanya hukum dikomparasikan teori sosial Fred W. Riggs dengan konsep Werner Menski, hal
tersebut menujukkan aplikasi hukum kewarisan Islam telah mengalami pergeseran implementasinya.
Secara teoretis pergeseran dari legal positivism menjadi legal construktivism. Untuk merekonstruksi
hukum kewarisan Islam berbasis legal pluralism yang ada di Indonesia dipahami beragam dalam
penerapan. Dianalisa dengan menggunakan konsep aspek sistem masyarakat melalui paradigma
konstruktivisme dengan pendekatan legal pluralism dari Werner Menski. Pendekatan legal pluralism
dipergunakan untuk melihat bersegitiga hukum yang mempunyai ruang kosong, masyarakat tidak
memilih bersegitiga hukum tersebut, akan tetapi memilih cara berhukum sendiri. Konsep Menski ini
dikomparasikan dengan teori Fritjof Capra tentang The Hidden Connections. (Habiburrahman, 2011)

Oleh karena itu konstruksi baru harus memenuhi unsur kerangka berpikir akademis yang
setidaknya memenuhi unsur tatanan sepantasnya (reasonable) dan aplikasi (applicable), serta memenuhi
unsur dua hukum yaitu hukum Tuhan (waris Islam) sebagai penerimaan kredo atau syahadat terhadap
hukum Islam dan hukum manusia (negara) sebagai penerimaan hukum berbangsa dan bernegara. Maka
beberapa teori analisisnya dikomparasikan teori istihsan (memandang lebih baik) dan teori
dialetikapragma dari Ham Kloosterhuis.

Konstruksi Aplikasi Legal Pluralism Dalam Hukum Kewarisan Islam

Moral / Ethic / Religion

Natural Law
Pluralisme
Hukum :
Hukum
Waris
Qurian &
KHI, Adat,
BW

Ragaan ini  menunjukkan
bahwa : Hukum kewarisan Islam
tidak selalu Rule and logic

(normatif-dogmatis) tetapi legal
pluralism. Pendekatan legal
pluralism untuk menemukan
Dominasi sistem hukum yang
ada. Hukum berbasis pada
masyarakat. Masyarakat
berbasis budaya dan
karateristik individual. Melalui
pendekatan ini untuk melihat
dominasi sistem hukum yang
dipilih masyarakat
muslim.apakah Dominasi
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negara (KHI), adar, atau hukum
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“E

..... Positivism ¥ Sociery, Socio-Legal Approach

A
)
1
1
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Aplikasi Hukum Kewarisan
Islam dipengaruhi oleh
Kekuatan individu,
masyarakat dengan hukum,
Kompleksitas sosial adanya
dan terjadinya pluralisme
hukum. Suatu keadaan
menimbulkan Legal
Pluralism

v

Pragmatism
(berfikir praktis)

4

(1) Masyarakat muslim
tidak familiar
dengan peradilan

(2) dan pemahaman
hukum tidak merata

(3) kemajemukan
Hukum

Konstruksi Aplikasi HKI Plural : Berdasarkan
dominasi sistem hukum, budaya hukum

Masyarakat dan Kedamai

ian. KONSTRUKSI

YURIDIS, SOSIOLOGIS.

[

Ragaan Werner Menski di atas menunjukkan dunia hukum mencakup suatu pluralitas
yang besar, tidak hanya dari bersegitiga hukum saja akan tetapi ada ruang dan waktu yang
bernama legal pluralism yang mempunyai konfigurasi makna tersendiri. Werner Menski
memaknai relasi hukum dalam ruang pertautan itu adalah legal pluralism. Lingkaran besar
dalam bersegitiga sistem hukum di dunia ini dimaksudkan sebagai alam semesta yang berisi
segenap manusia yang melihat dan berpikir sistem hukum tidak selalu dapat disatukan. Akan
tetapi dapat dilakukan hanya dengan membingkai kekuatan sistem hukum terhadap pilihan
makna sistem hukum yang diyakini oleh masyarakat.

BIDIMENSIONAL BERKARAKTER : FILOSOFIS, }
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Makna tersendiri yang dimaksudkan dalam ruang pertautan adalah legal pluralism,
dikaitkan dengan aplikasi waris Islam di Indonesia. Hukum waris Islam dalam bekerjanya
tidak dapat lagi dipisahkan begitu saja dengan nilai-nilai sosial, etika, moral, dan nilai
keagamaan seseorang. Ragaan The Hidden Connection (makna tersembunyi) dikomparasikan
dengan teori bekerjanya hukum Chambliss dan Seidman, lalu diperbaharui A.W. Seidman dan
R.B. Seidman serta bersegitiga hukum dari Werner Menski tersaji di bawah ini:

AL_a_
T e .

Berdasarkan asas legal pluralism, ragaan konstruksi aplikasi HKI plural di atas dapat
dijelaskan sebagai HKI yang merupakan hukum kepatuhan atau ijbari sebagai perintah Tuhan
untuk tercapainya kedamaian untuk sesama, serta sesuai dominasi sistem hukum tersebut.
Kepatuhan atau ijbari dalam aplikasi HKI membutuhkan kerangka kesadaran kemampuan
berpikir (faculty of understanding) yang bertujuan pada keadilan substantif (perspek juctice).
Sebagai acuanya untuk memahami dan menyadari secara substansi lapangan adanya gap.
Berdasarkan filsafat legal construktivism, hukum equity, dengan didasari landasan kesadaran
budaya hukum kearifan-lokal untuk selanjutnya dilakukan secara damai melalui musyawarah,
terbuka dengan melihat dan memperhatikan Nash llahi dan KHI, serta living law untuk
menyeimbangkan. Disparitas pemahaman aplikasi HKI Plural yang tidak meninggalkan aspek
formal dan formalisasi HKI yang diamanati oleh HKI dan KHI atau Inpres, living law. Secara
teoretis berdasarkan paradigma Guba-Lincoln: (Suratman, 2013)

Konsep : Konstruksi, diinterpretasikan, diperbandingkan, dipertandingkan; Tujuan :
(Distilasi Konsesnsus).

Hukum = Resultante : NL + SL+ LL + KSP + Feed Back.
Apa yang diuraikan di atas disajikan pula perbandingan konstruksi secara ideal,

eksisting dan konstruksi aplikasi hukum kewarisan plural atau prismatik plural dalam bagan di
bawah ini:

Perbandingan Konstruksi Bekerjanya Hukum Kewarisan Islam

Secara ldeal, Eksisting dan Prismatik Plural.

Asas: Tujuan: Substansi:

L Kepastian a. Aturan: Ayat waris

ljbari atau | yukum Islam + KHI

kepatuhan terhadap (kedamaian tersedia.

Konstruksi | hukum waris |\ ntik semua) b. Kelembagaan: PA

Ideal bersifat normatif- c. Budaya hukumnya:

dogmatis, yaitu religion justice

tunduk dan patuh

pada ayat waris

Islam atau KHI.
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Konsekuensi:

a.

Peran Masyarakat: relasi hukum harus terjadi dominasi
berhukum secara tepat (kekuatan normatif+ religion juctice).

b. Peran Agama: adanya Sumber Hukum Alquran dan As Sunah
c. Peran Negara: Telah menyediakan sistem hukum dan sistem
peradilan yaitu KHI dan UU No.3/2006
Asas: Tujuan: Substansi:
ljbari secara | Memenuhi unsur _ .
normatif-dogmatis | hukum  yaitu | & Aturan: Ayat waris
. . . - Islam+KHI+LL
berbasis sosiologis | Keadilan, )
bagai Kepasti q b. Kelembagaan: PA
sebagal epastian, ani e, Budaya hukumnya:
penyeimbang, Kemanfatan NL+SL+LL+
untuk tercapainya Feedback
Konstruksi akuntabilitas
ONSIIUXST T i dimensional.
Prismatik —
Konsekuensi:
Plural
a. Peran Masyarakat: menciptakan relasi hukum sebagai
penyeimbang kekuatan dari tiga sistem hukum.
b. Peran Agama: adanya sumber hukum Alquran dan As Sunah
c. Peran Negara: melalui Pasal 183 KHI, sebagai sarana
terjembati antara normatif-dogmatis dan realitas keragaman
sesuai dengan sosio-kultur Indonesia, namun tidak
menghilangkan aspek formal dan formalisasi hukum kewarisan
Islam itu sendiri (normatif+religion+ LL juctice+ feedback).
Asas: Tujuan: Substansi:
Kepatuhan a. Kemanfaatan, | a. Aturan: Living Law
eksisting saat ini keuntungan, b. Kelembagaan:
secara  sosiologis perasaan PA+PN
adalah  kepatuhan untuk c. Budaya hukumnya:
berdasarkan  apa meng_hindari Living law juctice
yang sering terlihat konflik
. keluarga.
dan dilakukan oleh
sebagian besar b.. Perasaan
Konstruksi : keadilan yang
L. masyarakat muslim berbeda-beda
Eksisting dalam berwaris.

Konsekuensi:

a. Peran Masyarakat : relasi hk terjadi di masyarakat dominasi ada
pada hukum yang hidup.

b.

C.

Peran Agama : adanya Sumber Hukum Alqur ‘an dan As Sunah
Peran Negara : telah menyediakan landasan hukum melalui
Pasal 229 KHI, Pasal 5(1) UU No. 48/2009 dan Aturan
Peralihan Pasal 1 dan 2 UUD 1945 sebagai sarana terciptanya
pilihan hukum secara sosiologis.

[Vol. 3, No. 1, 2026]

Selain itu, ragaan di atas juga dapat dikatakan bahwa merekontrukasi hukum kewarisan
Islam dalam aplikasi, membutuhkan pemahaman makna, mencari kejelasan, dan menemukan
makna yang tersembunyi serta perlunya koneksi makna dalam masyarakat. Makna-makna
dikonstruksi oleh manusia agar mereka bisa terlibat dengan dunia luar yaitu adanya keterkaitan
manusia, teks ayat waris (HKI) dan hukum negara (KHI), alam semesta (realitas) dan Maha
Pencipta. Makna hukum yang dapat ditangkap masyarakat dengan berpikir praktis melahirkan
hukum pragmatis (pragmatism law). Pada tataran aplikasi waris, masyarakat muslim memilih
makna kesepakatan waris sebagai hukum yang sempurna (perfect justice). Parameter yang
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tampak diyakini oleh sebagian masyarakat muslim terhadap pragmatism law harus memiliki
nilai konsensus, praktis, kebiasaan, agama, dan nilai rasa keadilan.

Werner Menski menawarkan pendekatan keempat, yakni legal pluralism sebagai sarana
metodologi guna menemukan relasi sistem hukum yang ada di dunia ini. Pada kenyataannya
dibeberapa tempat tidak semua sistem hukum disatukan. Kondisi ini memungkinkan dilakukan
kajian dengan menggunakan pendekatan legal pluralism dalam rangka menemukan keadilan
yang sempura (perfect justice). Perfect Justice diartikan sebagai hasil keseimbangan di antara
berbagai kekuatan yang berlawanan dari sistem hukum yang ada, ketiga sistem hukum tersebut
hidup berdampingan antara sistem hukum yang satu dengan yang lainnya.

Untuk mengakselerasikan aplikasi ideal, maka dibuat konstruksi baru yang bisa
membuat konsep aplikasi ideal dalam hukum kewarisan Islam dalam keberagaman, dan
terciptalah Aplikasi Hukum kewarisan Islam Plural (The Plural Application in Islamic
inheritance law) yang tidak akan menghilangkan formasi materi dan formalisasi hukum
kewarisan Islam. Aplikasi HKI plural ini dikonstruksi dengan kesadaran budaya hukum
kearifan-lokal dan kedamaian hukum waris. Dimensi lapangan menujukkan adanya disparitas
pemahaman, situasi tidak tercatat (affirmative) pernikahan kedua dan seterusnya menurut KHI,
hukum equity, adanya inkonsistensi sistem hukum dan sistem peradilan di masyarakat. Realitas
di masyarakat hukum kewarisan Islam dimaknai sesuai dengan pemahaman dan yang
diyakininya terhadap hukum. Pemahaman hukum adalah kesepakatan, baik tertulis maupun
tidak, serta bersifat relatif dan kontekstual. (Daud, Muhammad 2012)

Persoalan sesungguhnya terletak pada pola kepatuhan atau bekerjanya hukum
kewarisan Islam yang dipengaruhi oleh perilaku sosial dengan hukum setiap individu muslim
dan kompleksitas keragaman sosial, serta terjadinya pluralisme hukum. Hal tersebut menjadi
suatu keadaan di mana sistem hukum yang ada dan eksis saling bertemu, saling memengaruhi
dan saling mengintervensi satu sama lain, lalu menyebabkan hukum bergerak di masyarakat.
Pergerakan hukum tersebut menyebabkan masyarakat memilih cara berhukum waris tersendiri
yang disebut dengan pluralisme hukum. Secara teoretis hal itu bergeser dari legal positivism
menuju legal constructivism.

Pendekatan legal pluralism sebagai sarana metodologi guna menemukan relasi sistem
hukum yang ada di Indonesia. Tapi pada kenyataannya di masyarakat muslim Indonesia
mengambil sistem hukum yang hidup di masyarakat (living law) dinilai sebagai hukum yang
lebih baik dalam berwaris. Kondisi ini disimpulkan berdasarkan kajian dari 50 informan pelaku
waris yang diteliti. Masyarakat muslim menggunakan sistem hukum yang hidup (living law)
dalam rangka menemukan keadilan yang sempura (perfect justice) sebagai hasil keseimbangan
di antara berbagai kekuatan yang berlawanan dari sistem hukum yang ada.

Realitas di masyarakat, hukum kewarisan Islam dimaknai sesuai dengan pemahaman
yang diyakini terhadap hukum. Dengan demikian model atau konstruksi aplikasi HKI plural
bisa jadi memiliki pembatasan. Artinya konstruksi ini dapat berjalan apabila syarat dan
ketentuan terpenuhi. Konsruksi yang diterangkan di atas adalah konstruksi aplikasi waris Islam
berwajah plural tetapi tidak meninggalkan aspek formal materi dan formalisasi hukum
kewarisan Islam. Konstruksi baru ini dinamai konstruksi prismatik plural sebagai hasil
penyeimbang antara kekuatan sistem hukum, yang memiliki tujuan tercapainya keadilan
substantif (perfect justice). Kriteria keadilan tersebut adalah keikhlasan para pihak, terpenuhi
hak-haknya, seimbang atau proposional, eguity atau equitas yang berkualitas.

Konstruksi bidimensional berkarakter: Yuridis, Filosofis dan Sosiologis).
Hukum = Resultante: NL + SL+ LL + KSP +Feed Back
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PENUTUP

Mengacu pada hasil penelitian dan pembahasan ternyata menunjukkan bahwa sistem hukum dan

sistem peradilan perdata Islam di Indonesia terjadi disonansi atau tidak harmoni di masyarakat. Dengan
demikian saran atau rekomendasi yang dapat disampaikan peneliti adalah:

1.

Peran negara sangat dominan untuk mengakselerasikan sistem hukum dan sistem peradilan
agama untuk inheren. Harus diakui bahwa praktek hukum kewarisan sehari-hari menunjukkan
adanya pluralisme hukum karena masyarakat muslim dalam kewarisan berpegang pada hukum
agama, KHI, adat, dan budaya hukum yang hidup. Mengapa demikian, dikarenakan legal
pluralism secara tegas dilindungi oleh UUD 1945. Peran negara melalui law making institutions
dan implementing institutions harus memciptakan sistem hukum dan sistem peradilan yang
inheren dan konsisten dalam hukum perdata Islam, yang nantinya Negara harus menghadirkan
hukum nasional sebagai payung bagi pluralisme hukum dengan galibnya.

Peran Implementing institutions (Peradilan Agama) harus menciptakan sistem hukum dan
sistem peradilan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia guna mengakselerasikan penerapan
ideal. Pengadilan Agama harus menggunakan otoritas politik hukum berkeadilan dalam
memayungi pluralisme hukum kewarisan, perkawinan dan keluarga.

Peran masyarakat, berkaitan role occupant masyarakat muslim pun harus konsisten dalam
penerapan yurisdiksi hukum dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan. Dalam artian
masyarakat harus konsisten sesuai dengan sistem hukum dan sistem peradilan yang disiapkan
oleh negara. Berkaitan konstruksi aplikasi HKI Plural (prismatik plural) ini pada tataran
implementasi, masyarakat muslim dapat menjalankan filosofi aplikasi HKI Plural. Karakteristik
utama yang menonjol adalah bidimensional berkarakter filosofis, yuridis, sosiologis yang
pluralis.

Penelitian terhadap bekerjanya hukum kewarisan Islam dalam pendekatan legal pluralism, pada

perolehan hak waris mempunyai implikasi, baik filosofis, teoretis, maupun pragmatis atau sosiologis.
Berikut implikasi penelitian ini, yaitu:

1.

Implikasi filosofis: filosofis mengandung makna terbaik, terbenar dan teradil. Implikasi filosofis
dalam bekerjanya hukum kewarisan Islam secara beragam adalah terdapat hak dari masyarakat
muslim untuk menafsirkan makna adil (the justice). Kriteria keadilan subtantif tersebut adalah
keikhlasan para pihak, terpenuhi hak-haknya, seimbang atau proposional, eguity atau equitas
yang berkualitas.

Implikasi Teoretis: konsekuensi dari penerapan hukum kewarisan Islam secara beragam
menimbulkan terjadinya pergeseran secara paradigmatik, dari paradigma positivisme menjadi
paradigma konstruktivisme.

Implikasi Pragmatis: secara sosiologis bahwa pluralisme hukum waris Islam masih diakui dan

dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat muslim. Ada masyarakat yang melaksanakan hukum waris
Islam berbasis hukum negara (KHI), ada masyarakat muslim melaksanakan hukum waris adat atau
hukum yang hidup di masyarakat, dan ada pula
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